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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil
Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987.
Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum
diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu
adalah sebagai berikut:
1. Konsonan
Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang didalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi
dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan
| alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
< ba b be
< ta t te
& sa $ es (dengan titik di atas)
d jim j je
C ha h ha (dengan titik di bawah)




¢ kha kh ka dan ha

3 dal d de

3 zal Z zet (dengan titik di atas)
2 ra r er

J zai z zet

o sin S es

U syin sy es dan ye
ol sad S es (dengan titik di bawah)
ol dad d de (dengan titik di bawah)
h ta t te (dengan titik di bawah)
] za Z zet (dengan titik dibawah)
' ‘ain ‘ koma terbalik (di atas)
d gain g ge

o fa f ef

it qaf q qi

d kaf k ka

J lam I el

a mim m em

o nun n en

3 wawu w we

0 ha h ha

Vi




s hamzah ’ apostrof

$ ya y ye
2. Vokal
Vokal tunggal Vokal rangkap Vokal panjang
i=a =3
1= s = ai @l =1
=y sl=au s=1

3. Ta Marbutah
Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/
Contoh:
dbaa 31 saditulis mar atun jamilah
Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/
Contoh:
dah ditulis fatimah
4. Syaddad (tasydid, geminasi)
Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf
yang diberi tanda syaddad tersebut.
Contoh:
Ly ditulis rabbana

o ditulis al-birr
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5.

Kata sandang (artikel)
Kata sandang yang diikuti oleh huruf “huruf syamsiyah”
ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /1/ diganti dengan huruf

yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:
gAY ditulis asy-syamsu
dad ditulis ar-rajulu
Bl ditulis as-sayyidah

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf gamariyah” ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang

mengikuti dan duhubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:
sl Ditulis al-gamar
&l Ditulis al-badr’
Jd ) Ditulis al-jalal

Huruf Hamzah
Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetatpi,
jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah

itu ditransliterasikan dengan apostrof /*/.

Contoh:
Cipa Ditulis umirtu
& Ditulis syai’un
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ABSTRAK

Ahmad Bastomi. 2011113047. 2018. Pencabutan Hadanah Anak Usia Di Bawah 12
Tahun Dari Kekuasaan Ibu (Analisis Putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor
2137/Pdt.G/2016/PA.Pml). Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Dosen Pembimbing : Dr. Triana
Sofiani, SH,. MH.

Hadanah menurut bahasa, berarti meletakan sesuatu didekat tulang rusuk atau
di pangkuan, karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di
pangkuannya, seakan-akan ibu disaat itu melindungi dan memelihara anaknya
sehingga “hadanah” dijadikan istilah yang maksudnya “pendidikan dan
pemeliharaan sampai dia dapat berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh
kerabat anak itu. hadanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik
anak sampai dewasa dan mampu mengurus dirinya sendiri. Pengasuhan disini bukan
hanya berbentuk materi, melainkan terpenuhinya rasa kasih sayang, rasa aman,
perlindungan dari hal-hal yang membahayakan, pendidikan yang layak. Saat terjadi
perpisahan diantara kedua orang tua, anak tidak boleh menjadi korban keegoisan dari
perpisahan tersebut, anak harus tetap memperoleh hak-hak yang semestinyadia
dapatkan.

Permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini meliputi: Bagaimana duduk
perkara dan putusan pencabutan hak kekuasaan orang tua pada Pengadilan Agama
Pemalang Nomor 2137/Pdt.G/2016/PA.Pml, Bagaimana pertimbangan hukum
Hakim Pengadilan Agama Pemalang dalam memutuskan perkara Nomor
2137/Pdt.G/2016/PA.PmI tentang pencabutan hak kekuasaan orang tua. Skripsi ini
berusaha untuk memberikan analisis mengenai pertimbangan hukum Hakim
Pengadilan Agama Pemalang dalam memutuskan perkara tentang pencabutan hak
kekuasaan orang tua. Selain itu juga sebagai bahan rekomendasi bagi Pengadilan
Agama, juga kepada semua pihak yang mempunyai kepentingan dalam hal hak asuh
anak (hadanah) yang belum baligh atau masih di bawah umur.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif).
Menggunakan pendekatan  Perundang-Undangan, pendekatan  Konseptual,
pendekatan Kasus. Sumber data berupa sumber data sekunder yang mencangkup
bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan
adalah dengan studi kepustakaan, dilakukan dengan cara membaca, menelaah,
mencatat, membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan
hadhanah. Dalam analisis data, peneliti menggunakan teknik analisis preskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: hak
asuh anak yang belum mumayiz tak selamanya harus diberikan kepada lbu, Ayah
juga bisa mendapatkan hak asuh anak jika Ibu memiliki kekurangan di dalam syarat
penerimaan hadanah dan ayah dinilai memiliki Kkriteria yang pas untuk menerima
hadanah. Pertimbangan Hakim memutuskan hak asuh anak jatuh kepada ayahnya
karena Hakim mempertimbangkan pengasuhan anak dengan melihat keadaan anak
yang nyaman bersama ayahnya, kedekatan emosional antara anak dengan ayahnya
sangat baik, pendidikan terjamin, agamanya terjamin, tumbuh kembang masa depan
terjamin.

Kata Kunci : Hak Asuh, Anak, Ayah
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemeliharaan anak (hadanah) adalah tanggung jawab orang tua
terhadap anak yang wajib untuk dijaga dan dirawat dengan sebaik-baiknya,
karena jika mengabaikan anak yang masih kecil berarti membiarkan mereka
berhadapan dengan bahaya dan kebinasaan. Persoalan akan muncul disaat
pernikahan yang telah terjalin putus dengan berbagai alasan yang pada
akhirnya dibenarkan oleh Pengadilan dengan membacakan putusan cerai,
pada saat putusnya perkawinan karena bercerainya kedua suami istri mau
tidak mau anak akan menjadi korban.!

Hadanah adalah tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bagi
anak yang masih kecil dari ia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur
dirinya sendiri.> Hadanah merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil,
karena dia masih membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan
urusannya dan orang yang mendidiknya.® Para ahli figih mendefinisikan
hadanah sebagai melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, laki-
laki atau perempuan yang sudah besar, tetapi belum tamyiz, tanpa perintah

dari padanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya,

! Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2014), him. 355.

? Satria Effendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, (Jakarta: Kencana,
2010), him. 166.

¥ Slamet Abidin, H. Aminudin, Figih Munakahat 2, (Bandung: CV. Pustaka Setia,
1999), him. 172.



menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani,
rohani dan akalnya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan
memikul tanggung jawabnya.*

Dalam proses melakukan hadanah dari kecil sampai baligh ada dua
istilah yang berdekatan maksudnya yaitu kata sadin dan kata wali, hadin atau
hadinah adalah istilah yang dipakai bagi seseorang yang melakukan tugas
hadanah, yaitu tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak
kecil sejak lahir sampai bisa secara sederhana makan sendiri dan berpakaian
sendiri dan bisa membedakan yang berbahaya bagi dirinya. Bila diukur
dengan umur, sampai umur tujuh atau delapan tahun. Pada masa sebelum
umur tersebut, pada umumnya seorang anak belum bisa mengatur dirinya dan
belum bisa secara sederhana membedakan antara yang bermanfaat dan yang
berbahaya baginya.> Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan
hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja,
namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian.® Proses perceraian yang
terjadi antara suami dan istri tidak dapat dijadikan alasan bagi orang tua untuk
melalaikan tugasnya dalam memenuhi kewajibannya terhadap anak-anaknya.
Jangan sampai terlantar atau tidak terurus dengan baik, sebab yang demikian
itu menimbulkan kerugian suami istri tersebut.’

Pada periode anak yang belum lagi mumayiz atau belum bisa

membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya jika

* Sayyid Sabig, Figih Sunah VIII, (Bandung: Al Ma’arif, 1983), him. 160

® Satria Effendi, Problematika Hukum Keluarga... him. 220.

® Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Pranata Media,
2006), him. 328

" Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), him. 175.



kedua ibu dan bapak dari anak masih lengkap dan setelah memenuhi syarat-

syarat pengasuh, maka kesimpulan ulama menunjukkan bahwa pihak ibu

lebih berhak terhadap anak wuntuk selanjutnya melakukan hadanah.

Kesimpulan tersebut didasarkan karena ibu lebih mengerti dengan kebutuhan

anak dalam masa tersebut dan lebih bisa memperlihatkan kasih sayangnya.

Demikian pula anak dalam masa itu sedang sangat membutuhkan untuk hidup

didekat ibunya.?

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pada BAB XIV
Pemeliharaan Anak Pasal 105 dalam hal terjadinya perceraian :

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun
adalah hak ibunya;

b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk
memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak
pemeliharaanya;

c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dengan jelas
menyatakan bahwa seorang anak yang belum mumayiz atau belum genap
berusia 12 tahun hak asuhnya jatuh ke ibu. Tetapi setelah anak sudah
memasuki fase usia mumayiz, maka anak diperbolehkan untuk memilih
dengan siapa dia akan tinggal nanti. Biaya pemeliharaan untuk kebutuhan
anak tetap menjadi tanggung jawab ayahnya, baik hak asuh jatuh ke tangan

Ibunya atau ke tangan orang lain yang dikehendaki oleh si anak.

® Satria Effendi, Problematika Hukum Keluarga... him. 170-171



Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan “hukum terapan” pada
lingkungan Peradilan Agama di Indonesia yang mulai dilaksanakan pada
tahun 1991. Pelaksanaannya didasarkan pada Instruksi Presiden RI tanggal 10
Juni 1991 No.1 tahun 1991 Instruksi Presiden ini kemudian ditindak lanjuti
dengan keputusan Menteri Agama RI tanggal 22 Juli 1991 No.154 tahun
1991, dan semenjak itu ia mulai dipergunakan di lingkungan Peradilan
Agama sebagai dasar dan landasan formal dalam menyelesaikan dan
memutus sebagai sengketa perkawinan, kewarisan, dan perwakafan yang
terjadi dikalangan umat Islam di Indonesia.

Dengan diterimanya Kompilasi Hukum Islam di lingkungan Peradilan
Agama sebagai riil, ia sudah dapat termasuk dalam hukum positif Indonesia,
paling tidak dalam yurisprudensi yang juga diyakini salah satu sumber hukum
yang berlaku, kondisi ini  tidak menutup kemungkinan untuk
meningkatkannya sebagai sebuah produk hukum yang bersifat formal
menjadi sebuah undang-undang. Mengulas tentang acara di Pengadilan
Agama adalah terbatas pada kepentingan orang yang beragama Islam, di
sinilah yang dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama
disebutkan sebagai perdata tertentu bagi umat Islam, ketentuan tersebut
mengaharuskan pemberlakuan acara di Pengadilan Agama menurut
konsekuensi materi hukum Islam yang menjadi dasar pijakan dan landasan

yang harus dijunjung tinggi.



Terkait kewenangan Pengadilan Agama untuk menangani perkara
hadanah di Pengadilan Agama Pemalang permohonan yang diajukan oleh
Pemohon (ayah) didasari oleh kekhawatiran dari Pemohon setelah
mengetahui bahwa dua anak di bawah umur yang dalam amar putusan
perceraian sebelumnya ditetapkan iadanah berada di tangan Termohon (ibu),
ternyata dalam prakteknya anak itu malah dititipkan untuk dirawat oleh orang
tua ibu (kakek) di Riau, sedangkan ibunya di Pemalang untuk bekerja disalah
satu rumah sakit sebagai perawat. Setelah Pemohon menjenguk untuk sekedar
ingin bertemu dengan kedua anaknya di Riau, diketahui langsung oleh
Pemohon bahwa selain kondisi perekonomian pengasuh (kakek) kurang
mampu dan juga sering ditinggal keluar rumah bekerja sebagai supir untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga anak pertama yang usianya sudah 6
tahun tidak didaftarkan sekolah, tidak belajar di Tempat Pendidikan Al-Quran
seperti yang diinginkan oleh Pemohon. Dengan keadaan demikian Pemohon
khawatir akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan
intelektual, dan agama si anak kesayangannya. Oleh karena itu Pemohon
mengajukan permohonan pencabutan hadanah dari Termohon (ibu) untuk
dipindahkan ke Pemohon (ayah). Di dalam proses persidangan tersebut dari
pihak Termohon merasa tidak terima dengan yang disangkakan Pemohon
telah menyepelekan hak hadanahnya, namun membenarkan telah menitipkan
kedua anaknya di Riau. Setelah Termohon berjanji di depan Majelis Hakim
untuk bersedia merawat anak dengan sebaik-baiknya, akhirnya Majelis

Hakim memutuskan berdasarkan akta perdamaian antara Pemohon dan



Termohon untuk membagi hak asuh diantara kedua anaknya, anak pertama (6
tahun) diasuh Pemohon dan anak kedua (4 tahun) diasuh Termohon.’

Dalam penelitian ini akan dikaji hasil putusan Pengadilan Agama
Pemalang No. 2137/Pdt.G/2016/PA.Pml yang memberikan hak asuh anak
kepada Pemohon (mantan suami), sedangkan usia anak masih di bawah umur
(belum mumayiz). Maka peninjauan terhadap putusan Pengadilan Agama
tersebut akan berpijak pada Pasal 26 ayat 1 sampai 2 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang
menerangkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk
memenuhi hak-hak anak dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang
menyebutkan bahwa hak asuh anak yang masih di bawah umur 12 tahun
adalah hak ibunya.

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut di atas, penulis tertarik
untuk meneliti perkara pencabutan kekuasaan anak yang belum mumayiz di
Pengadilan Agama Pemalang. Sehingga dari masalah tersebut penulis
mengambil judul “PENCABUTAN HADANAH ANAK USIA DI BAWAH
12 TAHUN DARI KEKUASAAN IBU (Analisis Putusan Pengadilan

Agama Pemalang Nomor 2137/Pdt.G/2016/PA.PmI)”

® Hasil pengamatan langsung yang dilakukan Penulis selama masa persidangan di
Pengadilan Agama Pemalang



B. Rumusan Masalah
Dari uraian latar belakang masalah di atas, kemudian penulis
mengangkat rumusan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana duduk perkara dan putusan pencabutan hak kekuasaan orang
tua pada Pengadilan Agama Pemalang nomor 2137/Pdt.G/2016/PA.Pml ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Pemalang
dalam memutuskan perkara nomor 2137/Pdt.G/2016/PA.Pml tentang
pencabutan hak kekuasaan orang tua ?
C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui duduk perkara dan putusan pencabutan hak
kekuasaan orang tua di Pengadilan Agama Pemalang nomor
2137/Pdt.G/2016/PA.Pml.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim
Pengadilan Agama Pemalang dalam memutuskan perkara nomor
2137/Pdt.G/2016/PA.Pml tentang pencabutan hak kekuasaan orang
tua.

D. Kegunaan Penelitian
Kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:
a. Secara Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan teoritis
menambah wawasan ilmu pengetahuan hukum keluarga Islam
terutama yang berhubungan langsung dengan perlindungan anak.

b. Secara Praktis



Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan praktis sebagai
bahan rekomendasi bagi Pengadilan Agama, Mahkamah Agung
Republik Indonesia dan juga kepada semua pihak yang mempunyai
kepentingan dalam hal hak asuh anak (kadanah) yang belum baligh
atau masih di bawah umur.

E. Penelitian Terdahulu
Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggali beberapa
informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan,
baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Adapun hasil
penelitian-penelitian terdahulu yang sesuai dengan judul yang penulis angkat
diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Hikmawati pada tahun 2016 yang
berjudul “Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Menurut Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Kasus Di Desa
Karangtengah Kecamatan Subah Kabupaten Batang)”°. Penelitian ini
membahas tentang hak anak untuk mendapatkan pengasuhan dari orang
tua sebaik-baiknya serta bimbingan dan pendidikan yang baik walaupun
kedua orangtuanya berpisah disebabkan perceraian menurut undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hasil penelitiannya
pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua di Desa

Karangtengah belum terlaksana dengan baik, setelah terjadinya perceraian

10 Wahyu Hikmawati, “Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Menurut Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Kasus Di Desa Karangtengah
Kecamatan Subah Kabupaten Batang)”, skripsi (Pekalongan: Jurusan Hukum Keluarga Islam
IAIN Pekalongan, 2016)



suami atau istri justru melimpahkan haknya kepada orang tua (nenek),
sedangkan nenek sibuk bekerja. Penelitiannya dilakukan menggunakan
pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Sebagai saran
seharusnya ada campur tangan dari pemerintah setempat agar orang tua
yang bercerai tetap memenuhi kewajibannya sebagai orang tua dan
apabila ada orang tua yang menelantarkan anak maka harus diberikan
efek jera. Berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini pokok
permasalahan utama yang akan penulis kaji adalah mengenai dicabutnya
hak asuh anak belum mumayiz yang pada putusan perceraian majelis
hakim sebelumnya ditetapkan anak untuk diasuh ibu (mantan istri)
sekarang dicabut dan dilimpahkan kepada ayah (mantan suami).

2. Kemudian penelitian kedua yang dilakukan oleh Juni Prisetyarini pada
tahun 2008 berjudul * hadanah Non Muslim Menurut Madzhab Hanafi
dan Madzhab Syafi’i (Studi Komparatif)” yang membahas tentang
pandangan ulama Madzhab Hanafi dan ulama Madzhab Syafi’i tentang
konsep hadanah yang diakukan oleh non muslim kepada anak dari
pasangan muslim.™ Hasil penelitiannya bahwa menurut Madzhab Hanafi,
hukum pengasuhan anak bagi wanita non-muslim diperbolehkan. Karena,
pengasuhan itu tidak lain hanya sekedar merawat anak dan menyusuinya.
Menurut Madzhab Syafi’i, beragama Islam merupakan salah satu syarat
mendapatkan hak asuh anak. Karena, pengasuhan itu sama halnya seperti

perwalian, selain itu pengasuhan tidak hanya sebatas merawat jasmani

Y Juni Prisetyarini, “hadanah Non Muslim Menurut Madzhab Hanafi dan Madzhab
Syafi’i (Studi Komparatif)”, skripsi (Pekalongan: Jurusan Syariah STAIN Pekalongan, 2008)
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anak, melainkan juga mendidik anak, termasuk dalam hal akidah anak.
Penelitiannya dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis
studi pustaka. Sebagai saran, pemerintah hendaknya memasukkan
ketentuan syarat- syarat pengasuhan dalam peraturan peundang-undangan.
Berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini pokok
permasalahan utama yang akan penulis kaji adalah mengenai dicabutnya
hak asuh anak belum mumayiz yang pada putusan perceraian majelis
hakim sebelumnya ditetapkan anak untuk diasuh ibu (mantan istri)
sekarang dicabut dan dilimpahkan kepada ayah (mantan suami). Itulah
yang menjadi perbedaan diantara penelitian- penelitian terdahulu.

3. Selanjutnya penelitian yang dilakukan Agil Arya Rahmanda pada tahun
2015 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Orang
Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan
Agama Surakarta)” *2. Hasil penelitiannya menunjukan bahwa perceraian
tidak akan menghilangkan atau menggugurkan kewajiban orang tua
terhadap anaknya, anak tetap harus memperoeh hak-haknya sebagai anak,
hak untuk mendapatkan pengasuhan yang baik, hak untuk mendapatkan
bimbingan dan kasih sayang, hak untuk mendapatkan kebutuhan sandang,
pangan, papan secara baik, serta hak-hak lain yang mendukung tumbuh
kembang anak dengan baik. Dalam penelitian ini menggunakan
pendekatan yuridis empiris. Dengan saran pemerintah pembuat undang-

undang, pengaturan mengenai jaminan terhadap hak anak pasca

12 Agil Arya Rahmanda, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Orang Tua
Terhadap Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)”, skripsi
(Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015)
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perceraian orang tuanya diatur dengan tegas dan sedemikian banyak di
Indonesia. Penelitian yang akan penulis lakukan ini adalah mengenai
dicabutnya hak asuh anak belum mumayiz yang pada putusan perceraian
majelis hakim sebelumnya ditetapkan anak untuk diasuh ibu (mantan
istri) sekarang dicabut dan dilimpahkan kepada ayah (mantan suami).

Itulah yang menjadi perbedaan diantara penelitian- penelitian terdahulu.
Dari beberapa uraian di atas maka dapat terlihat dengan jelas
bahwa pembahasan tentang sadanah sudah banyak ditemukan di dalam
beberapa karya serta penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan
umum. Hak asuh anak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat
terkadang masih menimbulkan permasalahan terlebih jika terjadi
perceraian antara suami istri yang menimbulkan perselisihan mengenai

hak atas hadanah.
F. Kerangka Teori

Hadanah adalah pemeliharaan anak yang masih Kkecil setelah
terjadinya putus perkawinan.®* Para ulama figh mendefenisikan hadanah
yaitu melakukan pemeliharaan anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun
perempuan, atau yang sudah besar atau yang belum mumayiz, menyediakan
sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang
menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akalnya agar

mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.**

3 Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, him. 327
' Slamet Abidin, H. Aminudin, Figih Munakahat 2, him. 171
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Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak hukumnya wajib,
sebagaimana wajib meliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan.
Adapun dasar hukumnya mengikuti umum perintah Allah untuk membiayai

anak dan istri pada Al-Quran surat Al- Bagarah ayat 233 :

R I S Y o o R e A
DU 5285 D5, A 03T Jes

.. “Adalah kewajiban ayah untuk memberi nafkah dan pakaian untuk anak
dan istrinya”...

Menurut jumhur ulama bila kedua orang tua masih lengkap dan
memenuhi syarat, maka yang berhak melakukan hadanah atas anak adalah
ibu. Alasannya adalah ibu lebih memiliki rasa kasih sayang dibandingkan
dengan ayah, sedangkan dalam usia yang sangat muda itu lebih dibutuhkan
kasih sayang.’® Para ahli figih berbeda pendapat tentang batas umur bagi anak
kecil laki-laki tidak memerlukan hadanah, sebagian mereka menetapkan 7
tahun, sebagian lagi 9 tahun, dan yang lain adalah 11 tahun. Kemaslahatan
yang harus dijadikan prioritas, jika hakim menganggap merupakan
kemaslahatan bagi anak-anak ini tetap tinggal dalam asuhan seorang wanita
maka ia boleh memutuskan demikian sampai umur 9 tahun bagi laki-laki, dan
11 tahun bagi perempuan.*®

Syarat-syarat hadanah:'’

1. Berakal sehat

> Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, him. 329
16 Slamet Abidin, H. Aminudin, Figih Munakahat 2, him. 184
17 Slamet Abidin, H. Aminudin, Figih Munakahat 2, him. 175
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Dewasa

Mampu mendidik
Amanah dan Berbudi
Beragama Islam

Ibunya belum menikah lagi
Merdeka

Hadanah dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pada BAB XIV

Pemeliharaan Anak Pasal 105 dalam hal terjadinya perceraian :

a.

i

Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun
adalah hak ibunya;

Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk
memilih  diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak
pemeliharaanya;

Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Putusan hakim dapat dikaitkan sebagai sebuah penyelesaian bagi

semua pihak yang terkait, penyelesaian suatu perkara yang baik seyogyanya

mencakup beberapa unsur; yaitu:*®

a. Secara yuridis, yaitu putusan hakim yang mempunyai dasar hukum, dapat

memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum.
Secara sosiologis, yaitu apabila penetapan hakim itu telah memenuhi rasa
keadilan, dapat memulihkan hubungan sosial antara pihak yang

bersengketa dan dapat memberi kemanfaatan.

'8 Mukti Arto, Mencari Keadilan (Kritik dan Social Terhadap Praktek Peradilan

Perdata di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), him. 56
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Dalam upaya menegakkan hukum, menurut Sudikno Mertokusumo
ada 3 unsur yang harus diperhatikan, kepastian hukum (Rechtsscherheit),
kemanfaatan, dan keadilan.*® Penemuan hukum adalah upaya konkretisasi
peraturan peraturan hukum yang bersifat umum dan abstrak berdasarkan
peristiwa yang terjadi. Ada tiga golongan aliran penemuan hukum, yaitu :
aliran Legisme, aliran yang tidak mengakui hukum di luar undang-undang;
aliran  Historis, hakim  memiliki  kebebasan  penuh  dalam
menentukan/menciptakan hukum; aliran Rechtvinding, aliran ini masih
berpegang teguh pada undang-undang tapi tidak seketat Legisme karena
masih memberikan ruang gerakpada hakim dalam menafsirkan undang-
undang dan mengkontruksi hukum.?

G. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari
peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian. Ditinjau dari sudut
filsafat, metodologi penelitian merupakan bagian ilmu filsafat yang berkenaan
dengan dasar dan batas-batas pengetahuan tentang penelitian (epistimologi
penelitian), yaitu yang menyangkut bagaimana kita melakukan penelitian.?

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis

normatif). Penelitian ini menggunakan sumber salah satu hasil putusan

19 hitp://pratama-whoopy.blogspot.co.id/2011/12/penemuan-dan-penafsiran-
hukum.html. (diakses tanggal 10 Juli 2018)

% Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar llmu Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
1999), him. 159.

! Masyhuri dan Zainudin, Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dan Aplikatif,
(Bandung: Refika Aditama, 2011), him. 157



http://pratama-whoopy.blogspot.co.id/2011/12/penemuan-dan-penafsiran-hukum.html
http://pratama-whoopy.blogspot.co.id/2011/12/penemuan-dan-penafsiran-hukum.html
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Pengadilan Agama Pemalang nomor 2137/Pdt.G/2016/PA.Pml tentang

pencabutan hak kekuasaan orang tua atas anak yang belum mumayiz.

. Pendekatan Penelitian

Sedangkan pendekatan yang digunakan yaitu : 22

a. Pendekatan Perundang-Undangan (statute approach) dilakukan dengan
cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut
paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

b. Pendekatan Konseptual (conceptual approach) berawal dari memahami
pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam
ilmu hukum maka peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan
pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum , dan asas-asas
hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

c. Pendekatan Kasus (case approach) dilakukan dengan cara melakukan
telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi
yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap. Di dalam hal ini adalah pendekatan terhadap kasus
pencabutan hak kekuasaan anak yang dilakukan oleh pemohon terhadap
termohon sehingga menjadi dasar hukum pertimbangan hakim dalam
memutuskan perkara. Yaitu putusan Pengadilan Agama Pemalang
nomor 2137/Pdt.G/2016/PA.Pml. tentang pencabutan hak kekuasaan

orang tua.

22 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2005), him. 93.
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3. Sumber Data
Pada penelitian ini penulis menggunakan data sekunder, yaitu data
yang diperoleh lewat pihak lain tidak secara langsung *. Data sekunder
tidak bersifat otoritatif, artinya tidak mempunyai legalitas kekuatan yang
mengikat. Bahan hukum ini meliputi bahan pustaka seperti buku-buku
yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum,
kasus-kasus hukum, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan
dengan pembahasan penelitian skripsi ini, yang terdiri dari :
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat
otoritatif (mempunyai legalitas kekuatan yang mengikat) terdiri dari
peraturan perundang-undangan diantaranya :
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman;
3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama;
4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak;

5) Kompilasi Hukum Islam;

 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT.
Grafindo Persada, 2004), him. 30
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6) Putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor
2137/Pdt.G/2016/PA.Pml tentang pencabutan kekuasaan orang tua
atas anak yang belum mumayiz.

b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder merupakan data yang diperoleh dari
kepustakaan.?* Bahan hukum ini meliputi bahan pustaka seperti buku-
buku yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal
hukum, kasus-kasus hukum, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang
berkaitan dengan pembahasan penelitian skripsi ini.
4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan
cara membaca, menelaah, mencatat, membuat ulasan bahan-bahan pustaka
yang ada kaitannya dengan hak asuk anak (kadanah).
5. Analisis Data
Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan teknik analisis
preskriptif. Dalam pengertian metodologi sebagai bantuan teknis dalam
penelitian ini, metode yang dipilih berangkat dari sifat preskriptif keilmuan
hukum sebagai sesuatu yang substansial®® Ilmu hukum yang preskriptif
merupakan ilmu yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan,
validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma hukum. Metode

ini diharapkan menghasilkan argumentasi dan konsep sebagai preskripsi

 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1992),
him. 51.
% peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, hlm. 22.
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yang sudah mengandung nilai dan dapat menjadi salah satu pertimbangan
dalam menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan penelitian
ini.

Karena penelitian ini juga diharuskan menggunakan studi kasus
seperti dijelaskan pada bagian latar belakang masalah, maka pendekatan
kasus yang berkonsentrasi pada ratio decindendi menjadi penting untuk
digunakan. Ratio decindendi adalah alasan-alasan hukum yang digunakan
hakim untuk sampai pada putusannya®, yang kemudian harus melihat
pada fakta materil putusan. Fakta materil tersebut akan dijadikan rujukan
dalam penelitian ini dengan menggunakan metode preskriptif analitis. Hal
tersebut penting untuk dapat menggunakan pola pikir induktif, yakni yang
berangkat dari kasus menuju tingkat abstraksi yang umum.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan, maka penelitian ini disusun
menjadi lima bab yang setiap bab akan mendeskripsikan secara mendalam,
komprehensif, dan sisitematis mengenai permasalahan dalam penelitian ini.
Untuk itu disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab | pendahuluan, merupakan gambaran umum tentang keseluruhan
isi skripsi yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan
penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan

sistematika pembahasan.

2 peater Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, him. 119.
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Bab Il kerangka teori, dalam bab ini menguraikan gambaran umum
tentang prinsip-prinsip hadanah, meliputi pengertian dan dasar hukum
hadanah, syarat-syarat hadanah, urutan orang yang berhak melakukan
hadanah, pandangan ulama mengenai hadanah, kewenangan hakim.

Bab Il landasan teoritik dan konseptual, berisi tentang kasus posisi
perkara pencabutan hak kekuasaan orang tua, amar putusan serta latar
belakang putusan Pengadian Agama Pemalang No. 2137/Pdt.G/2016/PA.Pml.

Bab IV analisis dasar pertimbangan hukum Hakim dalam putusan
Pengadilan Agama Pemalang Nomor 2137/Pdt.G/2016/PA.Pml tentang
pencabutan hak kekuasaan orang tua perspektif Hukum Islam dan hukum
positif di Indonesia

Bab V penutup, bab ini merupakan bab akhir dalam skripsi ini. Di
dalam bab ini penulis akan menarik kesimpulan dari permasalahan dan akan
memberikan saran-saran yang perlu disampaikan.

Daftar Pustaka, berisi tentang data-data atau buku-buku yang

dijadikan referensi penulisan Skripsi ini.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari pembahasan bab-bab sebelumnya maka bisa disimpulkan bahwa :

1. Perkara di Pengadilan Agama Pemalang dengan Nomor
2039/Pdt.G/2014/PA.Pml. adalah perkara tentang pencabutan hak
kekuasaan orang tua pasca putusan perceraian sebelumnya yang
memutuskan bahwa kedua anak berada pada kekuasaan Ibu, namun dalam
prakteknya terbukti telah menelantarkan kedua anaknya dengan cara
menitipkan kepada orang tuanya (kakek dari anak-anak) dengan kondisi
perekonomian yang kurang mampu juga sering ditinggal keluar rumah
untuk bekerja sebagai sopir di Riau, sedangkan lbunya bekerja di
Pemalang. Dengan kondisi yang demikian Ayah merasa khawatir
terhadap masa depan kedua anak tersayangnya tersebut, maka
Permohonan pencabutan kekuasaan orang tua dilayangkan di Pengadilan
Agama Pemalang dan hasilnya diputuskan bahwa anak pertama diasuh
Ayah dan anak kedua diasuh Ibu.

2. Pertimbangan Hakim memutuskan hak asuh anak jatuh kepada ayahnya
salah satunya adalah karena Hakim mempertimbangkan pengasuhan anak
dengan melihat keadaan anak yang nyaman bersama ayahnya, kedekatan
emosional antara anak dengan ayahnya sangat baik, pendidikan terjamin,
agamanya terjamin, moral, akhlak, tumbuh kembang masa depan anak

terjamin karena keadaan perekonomian ayah yang mampu sebagai
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anggota Polri yang sangat menyayangi terhadap anak dan juga karena
adanya pertimbangan bahwa mantan Istri (Ibu dari anak-anak) pernah
melakukan kelalaian ketika diberikan hak oleh hakim untuk mengasuh
kedua anaknya. Adapun pertimbangan mengenai anak yang kedua untuk
diasuh oleh lIbu, karena Ibunya sudah berjanji di depan Majelis Hakim
akan dengan sungguh-sungguh merawat sendiri anak yang kedua bernama
Callysta Naura Deskha berusia 4 Tahun dengan sebaik-baiknya, dan
berjanji tidak akan menitipkan atau menelantarkan lagi.

Pertimbangan Hakim tersebut di atas sudah sesuai dengan asas-
asas hukum di Indonesia yang memperhatikan nilai-nilai dari hukum,
kaidah-kaidah agama, lingkungan dan keadaan orang tua yang akan
diberikan hak hadanah dan juga aspek lain yang mungkin berpengaruh

demi kemaslahatan diri anak yang akan menjadi asuhannya.

B. Saran
1. Pejabat pemerintah pembuat undang-undang, pengaturan mengenai
jaminan terhadap hak anak diatur sedemikian banyak di Indonesia ini,
namun untuk aturan mengenai jaminan hak terhadap anak setelah
perceraian kedua orang tuanya perlu dipertegas. Pengaturan mengenai
jaminan hak terhadap anak pasca perceraian hanya bersifat mengatur
tanpa ada sanksi tegas yang menyertainya, hal yang demikian yang
kemudian memicu lalainya salah satu atau bahkan kedua orang tua

terhadap anak untuk memenuhi kewajibannya setelah perceraian.
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2. Keluarga merupakan sarana untuk tumbuh kembang anak, semakin bagus
lingkungan tumbuh si anak, semakin bagus pula bekal yang didapatkan
anak untuk menghadapi masa depan. Karena itu, bagi para orang tua
hendaknya masing-masing dapat mengetahui hak dan kewajibannya
sebagai orang tua, sehingga anak tidak menjadi kurang perhatian apalagi
sampai terlantar kurang terurus.

3. Seorang Hakim harus mempertimbangkan matang-matang demi
kepentingan dan hak-hak anak dalam memutuskan suatu perkara
hadanah. Oleh karena itu, Hakim dalam memutuskan suatu perkara selain
menggunakan  pertimbangan sumber figih, juga menggunakan

pertimbangan Undang-Undang dimana hak-hak anak harus diprioritaskan.
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